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PUTUSAN
Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Bpp
7 <\ >
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

R. Sediyo Prabowo bin Soejono Soemojoedo alias Sediyo Prabowo bin
Soejono, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan
LKMD 3 Blok E6/12 RT.34 Kelurahan Batu Ampar,
Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi

Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Nurhidayah binti Junaidi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman dahulu di
Jalan Subulussalam Blok A/16, RT.87, Kelurahan Batu
Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 4 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Balikpapan pada tanggal 4 Maret 2020 dengan register perkara Nomor
397/Pdt.G/2020/PA.Bpp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah

pada tanggal 08 Januari 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat
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Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor : 012/12/1/2011 tanggal 08 Januari 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon di Dukuh
Kedawung, RT.01, RW.01, Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian,
Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, selama 1 Minggu dan
berpindah-pindah terakhir tinggal bersama di rumah adik kandung
Termohon di jalan Gang Las Vegas, RT. 02, No.13, Kelurahan Gunung
Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur, selama 3 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum
dikaruniai anak;

5. Bahwa sejak 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan
Termohon mulai tidak rukun, diantara Pemohon dan Temohon selalu
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi
karena Pemohon belum mendapatkan pekerjaan sehingga Termohon
menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah, dan sejak saat itu
perselisihan terus terjadi hingga akhirnya Termohon pergi dari rumah
tersebut kerumah oranagtuanya yang berada di Jawa Tengah;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar, namun Termohon tidak
pernah menunjukkan i'tikad baik untuk mempertahankan hubungan
rumah tangga. Sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk
melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;

8. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon
tersebut terjadi pada bulan November 2015, akibatnya Termohon pergi
dari rumah adik kandung Termohon dan saat ini Termohon bertempat
tinggal di rumah orangtua Pemohon di Dukuh Kedawung, RT.01,
RW.01, Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah, sehingga sejak saat itu antara Pemohon
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dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami

istri yang sah sampai sekarang;

9. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia
bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah
ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil /alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cg. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon, (R. Sediyo Prabowo bin

Soejono Soemojoedo alias Sediyo Prabowo bin Soejono) untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Nurhidayah binti

Junaidi) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya

perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Pemohon telah
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak
datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa
hukumnya untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan
patut sesuai relaas panggilan bertanggal 06 Maret 2020 untuk sidang
tanggal 30 Maret 2020 dan relaas panggilan bertanggal 20 April 2020
untuk sidang tanggal 18 Mei 2020, serta relaas panggilan bertanggal 02
Juni 2020 untuk sidang tanggal 22 Juni 2020, sedangkan ketidak hadiran
Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang
sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di

persidangan, maka usaha perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun
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mediator tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap

memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan

rumah tangganya, akan tetapi tetap tidak berhasil.

Bahwa karena usaha mendamaikan / menasehati Pemohon tidak
berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan membacakan surat
permohonan Pemohon tanggal 04 Maret 2020 yang telah terdaftar di
kepaniteraan  Pengadilan Agama  Balikpapan dengan  Nomor
397/Pdt.G/2020/PA.Bpp tanggal 04 Maret 2020 yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon dan atas permohonan Pemohon tersebut
Termohon tidak dapat di dengar keterangan /jawabannya karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 012/12/1/2011 tanggal 08 Januari
2011, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alian
Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan
telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ;

1. Yuriansyah bin Abdul Muthalib, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan LKMD Sumber
Indah Blok K.1 RT.70 No0.23 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah
memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam yang

pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon

adalah sepupu saksi;
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Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah
pada tahun 2011 di Kebumen Jawa Tengah dan dari pernikahan

Pemohon dengan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir ini sudah
tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran

dalam rumah tangga;

Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena
Pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan Termohon tidak mau
dinasehati oleh Pemohon dan Termohon selalu menuntut nafkah

kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal
sejak tahun 2015 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon
ke rumah orangtuanya di Kebumen Jawa Tengah dan sejak itu pula
antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama
lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, agar dapat
bersabar menunggu Termohon untuk hidup rukun kembali dalam
rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak

berhasil.

Bahwa sampai saat ini saksi melihat antara Pemohon dengan
Termohon tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam berumah

tangga.
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2. Sukemi bin H. Soedarno, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Purnawirawan POLRI, tempat kediaman di Jalan
A.Yani RT.05 No.49 Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan
Tengah, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan
keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada

pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon

adalah teman saksi;

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah
pada tahun 2011 di Kebumen Jawa Tengah dan dari pernikahan
Pemohon dengan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir ini sudah
tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon

terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena
Pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan Termohon tidak mau
dinasehati oleh Pemohon dan Termohon selalu menuntut nafkah

kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal
sekitar 4 tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan
Pemohon ke rumah orangtuanya di Kebumen Jawa Tengah dan
sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah
tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai

sekarang;
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Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran dan nasehat kepada
Pemohon, agar dapat bersabar menunggu Termohon datang
kembali untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana

layaknya suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa sampai saat ini saksi melihat antara Pemohon dengan
Termohon tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam berumah
tangga.

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan
alat buktinya dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim dapat
menjatuhkan putusan perkara ini dengan mengabulkan permohonan
Pemohon.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini
semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk
mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara

tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan
permohonannya dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak
Oktober 2015 sudah tidak harmonis karena terjadinya perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Pemohon tidak
mempunyai pekerjaan dan Termohon tidak mau dinasehati Pemohon,
bahkan Termohon selalu menuntut nafkah dari Pemohon yang akhirnya
Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan
Nopember 2015, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke

rumah orangtuanya di Kebumen Jawa Tengah dan sejak itu pula Pemohon
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dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana
layaknya suami istri hingga sekarang, maka dalam hal ini Pemohon
mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap
Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) No.
012/12/1/2011 tanggal 8 Januari 2011 bermeterai cukup dan sesuai aslinya
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alian Kabupaten
Kebumen Provinsi Jawa Tengah, adalah merupakan bukti autentik yang
menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami
isteri yang telah menikah pada tahun 2011. Bukti tersebut dinilai telah
memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga telah
terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam ikatan
perkawinan yang sah dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 (pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006), pasal 54 R.Bg. dan
pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah
berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon
agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan
tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan
telah beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek sesuai
dengan pasal 149 R.Bg, dan sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum
Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz Il halaman 55 yang
berbunyi ;

ol9 jini jjmis ol sylei gl amt Sl aslul aundls
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“Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia
ghaib, maka boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti

( persaksian )”.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan ternyata
bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan
tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Termohon
dianggap telah membangkang (ta'azuz) terhadap panggilan Pengadilan
dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus
dengan verstek, akan tetapi menurut Pakar Hukum Islam di atas dan
bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud
pasal 283 R.Bg, maka untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan
permohonan tersebut, maka dalil-dalii Pemohon harus dibuktikan, oleh
karena itu kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil
permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon dalam hal ini telah mengajukan bukti
surat bertanda bukti P- dan menghadirkan pula dua orang saksi yang telah
bersumpah secara Agama Islam, yang mana kedua saksi tersebut
keterangannya saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi
kedua dan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon dan juga
keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya
sendiri sebagai orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga
dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi,
maka oleh karenanya berdasarkan bukti saksi tersebut Majelis Hakim
menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami
keretakan yang tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga
sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan para saksi

tersebut Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :
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- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri,
menikah pada tahun 2011 di Kebumen Jawa Tengah dan dari
pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut belum dikaruniai

anak;

Bahwa benar terbukti kehidupan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak harmonis lagi karena diwarnai perselisihan
dan pertengkaran yang di sebabkan Pemohon tidak mempunyai

pekerjaan dan Termohon tidak mau dinasehati Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Nopember 2015 karena Termohon pergi meninggalkan
Pemohon ke rumah orangtuanya di Kebumen Jawa Tengah dan
sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah
tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga
sekarang;

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, agar dapat
bersabar menunggu Termohon untuk hidup rukun kembali dalam
rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak
berhasil.

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi
hidup rukun dalam berumah tangga.

Menimbang, bahwa situasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon
sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin di
rukunkan lagi dan juga saksi sebagai orang dekat Pemohon dan Termohon
sudah memberikan kesaksiannya bahwa antara Pemohon dengan
Termohon tersebut tidak ada kemungkinan lagi untuk hidup rukun dalam

berumah tangga.
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Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah
hukum “bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain,
hidup berpisah dan tidak dalam satu kediaman bersama lagi, dan salah
satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan
pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan
sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka alasan
perceraian yang didalilkan oleh Pemohon secara yuridis selain terbukti
kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi
alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan
isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam
rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam (KHI) adalah mengandung makna abstrak yang substansinya
adalah ketidak rukunan atau ketidak harmonisan antara suami istri dalam
rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri
dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat
terlihat /tampak dalam bentuk pertengkaran fisik secara nyata dan atau
yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara
suami istri  terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu tertentu /lama atau
tidak saling tegur sapa /tidak perduli lagi atau suami istri tersebut masih
tinggal dalam satu rumah tetapi tidak saling berkomunikasi dan tidak tidur
sama-sama dalam satu tempat tidur /ranjang dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis

Hakim selalu berusaha menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun
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dalam rumah tangga, namun sikap Pemohon tetap berkeras ingin bercerai
terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon tersebut dan terbukti
saat ini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah
tempat tinggal serta tidak terlihat upaya dari Pemohon untuk kembali hidup
rukun dengan Termohon, demikian pula yang disaksikan oleh para saksi,
maka Majelis Hakim menilai bahwa jika rumah tangga sudah sampai
kepada puncak perselisihan dan pertengkaran dan sangat sulit untuk
dirukunkan, tidak dapat lagi di permasalahkan siapa yang menjadi sumber
keretakan tersebut, karena apapun masalahnya jika masih dapat
diharapkan rukun lagi, sumber permasalahan tidaklah begitu penting
dipersoalkan kalau kedua belah pihak bersedia untuk hidup rumun
kembali, akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, masing-masing pihak
berkeras pada pendiriannya, sudah tentu sangat sulit untuk dipersatukan
lagi. Hal mana sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan
Mahkamah Agung R.l. Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang
menyatakan bahwa “dalam hal perceraian tidak perlu di lihat dari siapa
penyebab percekcokan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain,
tetapi yang perlu di lihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan
itu masih dapat di pertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat
lagi di pertahankan, maka jalan keluar yang lebih maslahat adalah
perceraian’.

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di
atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon
telah terjadi ketidak harmonisan dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali,
mengingat antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat
tinggal dan tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup
rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi
perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan

rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddabh,
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warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KH]I),
tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga
Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu
mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon yang
demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah
pihak, terutama bagi Pemohon, maka dengan demikian demi rasa keadilan
dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang
alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Pemohon dan
Termohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-
undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan :
“Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak
mungkin lagi hidup rukun /didamaikan dan telah cukup alasan perceraian,
maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dapat
dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil
yang diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis, sebagaimana
tersebut di bawah ini;

1. Al Qur'an Surah Al Bagarah ayat 227 yang berbunyi :
o< grow [l o Ml lgoc 0l g
Artinya : “ Dan jika mereka berazam ( bertetap hati ) untuk talak,
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui”.
2. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi ;

W lgsd gais 2y @y iz gl 8Ll o daiai u> GMall pllas pMuwYl ] 285
ol olize JLsaiwdl OY To, s 0o 630 zoill aall puai cuzs alo Vs
aall 25, oLl 1ns gall Gl pazsll ao] Gle aSou
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Artinya :“Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi
nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa,
karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu
suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah
aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

3.Kitab Al-mar’atu Al-Fighi Wa al-Qanuni halaman 100 menjelaskan ;

“Dan tidak ada manfa’at yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan
dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-
sebab terjadinya pertengkaran besar atau kecil, namun kebaikan hanya
di harapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara
suami isteri tersebut;

4. Al Qur'an Surah Al Bagarah ayat 229 yang artinya ;

“Talak (yang dapat dirujuk) dua, setelah itu boleh rujuk lagi dengan
cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan
Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain serta bukti-bukti yang
diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini,
baik yang masih berkaitan dengan perkara ini maupun yang tidak ada
kaitannya sepanjang telah dipertimbangkan di atas, harus dinyatakan
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya

perkara ini dibebankan kepada Pemohon;
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Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syar’i dan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (R. Sediyo Prabowo bin Soejono
Soemojoedo alias Sediyo Prabowo bin Soejono) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon, (Nurhidayah binti Junaidi) di depan
sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 22 Juni

2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1441 Hijriah, oleh

kami Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Muh,

Rifa’i, M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.,sebagai Hakim-Hakim Anggota.

Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota,

dibantu oleh Nasma Azis.,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis;
Hakim-Hakim Anggota

Drs. Muh. Rifa’i, M.H. Drs. H. Muhammad Kurdi

Ir. H. Syahrian Noor. S.Ag.
Panitera Pengganti
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Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp  30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 325.000,00

- PNBP Rp  20.000,00
- Redaksi Rp 10.000.00
- Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 441.000,00
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